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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era jaman modern ini telah banyak perubahan-perubahan yang 

begitu cepat,  salah satunya adalah perubahan yang terjadi pada 

perekonomian yang telah berkembang begitu pesat. Namun demikian 

kemiskinan masih menjadi masalah serius yang banyak menyita perhatian 

dunia. Di negara Indonesia kemiskinan juga masih menjadi masalah yang 

belum bisa terselesaikan.  

Gambar 1.1 

 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 

Maret 2009–Maret 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Badan Pusat Statistik  
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Secara   umum, pada periode 2006–Maret 2020, tingkat kemiskinan di 

Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, 

perkecualian pada September 2013, Maret 2015, dan Maret 2020. Kenaikan 

jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh 

kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga 

bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19 pada Maret 2020.
2
 

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakansalah satunya 

dengan memutus matarantai kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat 

khususnya masyarakat desa. Dalam penjelasan undang-undang nomor 6 tahun 

2014 tentang desa dijelaskan bahwa “pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

mengembanngkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 

meningkkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melaluipenetapan kebijakan, 

progam, kegiatan, dan pendampingan yang sesui dengan esensi maslah dan 

prioritas kebutuhan mayarakat desa.” 

Pemberdayaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian 

“power” atau kekuasaan atau kekuatan atau daya kepada kelompok yang 

lemah sehingga mereka memiliki kekuatan untuk berbuat. “Menurut Prijono, 

pemberdayaan merupakan proses penguatan masyarakat supaya mereka  

berdaya. Memberikaan  motivasi agar  mempunyai kemampuan atau 

keberdayaan dalam menentukan plihan hidupnya.” Pemberdayaan diharapkan 
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Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam berbagai bulan 
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mampu mendorong atau memotivasi masyarakat supaya lebih produktif dan 

mampu meningkatkan perekonomian mereka.
3
  

Proses pemberdayaan memposisikan masyarakat sebagai subjek 

pembangunan yang  memiliki kemampuan  meskipun sedikit. Sebagai  subjek 

masyarakat harus menjadi pelaku dan penentu keputusan dalam proses 

perencanaan agar mereka lebih berdaya dan betangggung jawab terhadap 

pelaksanaan progam pembangunan. Namun kemampuan dan pengalamannya 

dalam menyusun kajian dan perencanaan masih serba sediki, apalagi untuk 

masyarakat  pedesaan masih sulit menerima budaya modernisasi, sulit  

menerima tekhnologi baru, tidak mempunyai motivasi kuat dan cukup dengan 

pemenuhan kebutuhan pokok yang paling dasar. 

Usaha perikanan merupakan salah satu jenis usaha yang berpotensi 

besar dan pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya para petani ikan 

sangat diperlukan dalam menunjang keberlangsungan usaha tersebut. Seperti 

di Kabupaten Tulungagung yang memiliki potensi perikanan yang besar suatu 

pemberdayaan tentunya sangat diperlukan. Kabupaten Tulungagung 

merupakan salah  satu daerah yang memiliki sumbangsih terkait dengan 

perikanan baik ikan air, ikan laut maupun ikan tawar.  

Berdasakan data dari pusat data statistik dan informasi, volume ikan di 

Tulungagung terutama pada jumlah ikan tangkap di perairan umum/tawar 

mencapai 1.277,9 ton. Jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan 

jumlah ikan tangkap di Kabupaten Trenggalek dan Blitar yang memiliki 
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Saifudin Yunus,  dkk, Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu,(Banda Aceh: Bandar 

Publishing, 2017), hal. 3.   
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jumlah 59,6 ton dan 524,3 ton.
4
 Tulungagung juga telah menguasai 90% 

pasar ikan hias di Indonesia dan bahkan sebagian sudah diekspor ke negara 

tetangga, yang dijadikan sebagai maskot dan produk unggulan Kabupaten 

Tulungagung untuk dikembangkan dengan memenuhi permintaan pasar. 

Keberadaan perkembangan perikanan di Tulungagung ini tidak dapat 

dilepaskan dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang 

didedikasi oleh pemerintah duti II yang didasarkan pada UU No. 6 tahun 

2014 tentang Desa. 

UU No. 6 tahun 2014 ini merupakan payung hukum didirikannya 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama 

(BUMDESMA) yang sama-sama bertujuan menguatkan perekonomian 

perdesaan. BUMDes menurut UU no. 6 tahun 2014 merupakan badan usaha 

yang modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan 

penjelasan dari undang-undang tersebut BUMDes didirikan dengan tujuan 

untuk mensejahterakan masyarakat desa dalam bidang perekonomian yang 

mana dalam kegiatan operasionalnya terdapat beberapa unit usaha yang 

dijalankan.
5
 

Sedangkan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) 

disamping badan usaha yang menaungi BUMDes juga dapat berperan 

langsung dalam mengelola usaha masyarakat di desa. UU no. 6 tahun 2014 

                                                           
4
Pusat Data Statistik dan Informasi, Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur 

Untuk Mendukung Industrialisasi KP, tt, hal. 86. 
5
Ahmad Sofyan, Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam 

www.keuangandesa.com, diakses pada 26 Januari 2020.  

http://www.keuangandesa.com/
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menjelaskan bahwa BUMDESMA didirikan atas dasar musyawarah antar 

desa yang sepakat untuk mendirikan BUMDESMA yang terdiri dari beberapa 

desa dengan tujuan yang sama seperti BUMDes.
6
 Unit usaha yang dijalankan 

oleh BUMDESMA merupakan hasil dari kesepakatan antar desa yang 

bersangkutan. Melalui BUMDESMA, pemberdayaan masyarakat diharapkan 

akan cepat terlaksana dan dapat melahirkan produk unggulan lokal yang 

mampu menjadi citra positif dalam kompetisi pasar bebas.  

Di antara beberapa Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) 

yang ada di Kabupaten Tulungagung salah satunya adalah BUMDESMA 

yang berada di Kecamatan Sumbergempol yang unit usahanya meliputi unit 

pengolahan dana bergulir masyarakat (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan 

(SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)), unit e-warung, unit 

perdagangan online, jasa agen BNI 46, dan yang terbaru adalah holding 

dengan 4 BUMDESMA di wilayah Rejotangan, Kalidawir, Sumbergempol, 

dan Pucanglaban dengan membentuk usaha bersama. 

BUMDESMA Sumbergempol ini merupakan BUMDESMA yang 

paling besar di Kabupaten Tulungagung. Keseluruhan aset yang dimilikinya 

hingga saat ini sebesar Rp9.564.166.904 yang berasal dari aset produktif, 

investasi, dan hutang usaha.
 
Selain itu, BUMDESMA Sumbergempol ini juga 

pernah mengikuti beberapa event dan mempunyai prestasi, diataranya sebagai 

BUMDESMA pelopor di Kabupaten Tulungagung, BUMDESMA mewakili 

Jawa Timur dalam festival BUMDes dan BUMDESMA Nasional di 

                                                           
6
BUMDESA, Badan Usaha Milik Desa Bersama (Pembangunan Kawasan Perdesaan) 

dalam https://www.lihatdesa.com/2018/03/badan-usaha-milik-desa-bersama.html?m=l, diakses 15 

Desember 2019.  

https://www.lihatdesa.com/2018/03/badan-usaha-milik-desa-bersama.html?m=l
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Bengkulu, ARCHEX Indonesia Archipelago Exhibition 2018, di Kuala 

Lumpur, Malaysia, dan Juara 1 tingkat nasional kategori Pengembangan 

Usaha BUMDESMA di Bengkulu.
7
 

Sebelum adanya BUMDESMA ataupun BUMDes di Sumbergempol 

masyarakat membentuk kelompok usaha sendiri khususnya para petani ikan 

untuk meningkatkan usaha mereka supaya tetap berjalan lancar dan berjangka 

panjang, mengingat potensi perikanan di Sumbergempol ini sangatlah bagus. 

Setelah adanya kedua badan usaha ini masyarakat sekarang lebih mudah 

untuk mengembangkan usaha mereka dan juga mempermudah masyarakat 

untuk memulai sebuah usaha. Selain itu, lapangan pekerjaan di 

Sumbergempol juga bertambah seiring berkembangnya usaha masyarakat.  

Hasil dari petani ikan di Sumbergempol dipasarkan di beberapa kota 

besar seperti Jakarta dan menduduki peringkat pertama Nasional. Kecamatan 

Sumbergempol ini terdiri dari 17 desa yang dapat dibagi ke dalam 3 wilayah 

yaitu wilayah utara, tengah, dan selatan yangmana semua desa tersebut sudah 

mulai dibentuk BUMDes untuk mengelola usaha masyarakat yang mayoritas 

unit usahanya adalah simpan pinjam dan perikanan. Namun, dari 17 BUMDes 

yang ada di Sumbergempol ini ada 8 BUMDes yang belum memiliki unit 

usaha. Hal ini dikarenakan beberapa BUMDes masih baru dibentuk kembali. 

BUMDes yang paling maju di Sumbergempol adalah BUMDes Mina 

Makmur di Desa Bendiljati Wetan yang memiliki unit usaha perikanan 

terbesar di Sumbergempol. 
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BUMDESA, Badan Usaha Milik Desa Bersama (Pembangunan Kawasan Perdesaan) 

dalam https://www.lihatdesa.com/2018/03/badan-usaha-milik-desa-bersama.html?m=l, diakses 15 

Desember 2019. 
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Keberadaan BUMDes memang sudah seharusnys berkoordinasi dengan 

BUMDESMA dalam usahanya menguatkan perekonomian masyarakat desa. 

Namun, kenyataan yang ada di wilayah Sumbergempol ini sangat jauh dari 

hal tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kedua badan ini belum 

bisa bersinergi. Menurut Bapak Nasikin selaku pendamping desa di 

Kecamatan Sumbergempol, salah satu faktor yang menghambat 

perkembangan BUMDes di wilyahan tersebut adalah karena sejarah 

berdirinya kedua badan ini berbeda. Meskipun payung hukum keduanya 

sama, namun awal mula kedua badan ini dibentuk tidaklah sama. Jika 

BUMDes murni dibentuk karena adanya UU tersebut, BUMDESMA 

dibentuk atau berdiri sebagai penerus dari progam PNPM Mandiri Perdesaan 

yang telah dibubarkan. 

Namun berbeda dengan apa yang dituturkan oleh beberapa warga yang 

terlibat dalam BUMDes di Kecamatan Sumbergempol yang menyatakan 

bahwa tidak adanya komunikasi dan pendampingan untuk BUMDes dari 

pihak-pihak yang bersangkutan. Hal tersebut membuat masyarakat 

kebingungan untuk menjalankan BUMDes yang telah dibentuk karena 

minimnya pengetahuan dan informasi yang didapat. Terlepas dari semua itu, 

di tahun 2020 ini sudah diagendakan pendampingan BUMDESMA terhadap 

setiap BUMDes di Kecamatan Sumbergempol untuk mmbantu jalannya 

kegiatan di BUMDes-BUMDes tersebut. 

Sebagian besar petani ikan di Sumbergempol memilih untuk bergabung 

dengan BUMDESMA karena peran BUMDes pada saat ini belum bisa 
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terealisasikan secara optimal. Untuk mengelola unit usaha perikanan tersebut 

BUMDESMA Sumbergempol telah membentuk progam Usaha Ekonomi 

Produktif atau UEP. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan kegiatan 

masyarakat desa di sektor riil, bisa berupa produksi suatu bahan, barang, 

penjualan, atau pemasaran maupun bentuk jasa.
8
 Usaha ekonomi produktif 

tersebut merupakan strategi pemberdayaan oleh BUMDESMA 

Sumbergempol terhadap para petani ikan di Kecamatan Sumbergempol yang 

diharapkan dapat membantu mengelola usaha para petani ikan supaya usaha 

mereka dapat berkesinambungan dan dapat meningkatkan pendapatan 

mereka. 

Penyaluran dana bergulir usaha ekonomi produktif dalam surat edaran 

menteri dalam negeri nomor 138/319/SJ tanggal 14 Februari 2003, dilakukan 

oleh lembagan pelaksana progam kecamatan (PPK) tingkat kecamatan yang 

dalam peyaluran dananya bekerja sama dengan Lembaga Pengkreditan Desa 

(LPD) yang memiliki kinerja cukup sehat. Usaha ekonomi produktif di 

BUMDESMA Sumbergempol didirikan sejak pertama kali BUMDESMA 

terbentuk pada tahun 2017 dengan asset awal yang diperoleh dari sisa dana 

PNPM Mandiri Perdesaan sekitar Rp100 juta, dan memiliki 5 kelompok yang 

masing-masing terdiri dari 5 sampai 7 orang, dan banyaknya anggota per 

kelompok minimal adalah 5 orang. 

Progam dana bergulir melalui usaha ekonomi produktif ini memiliki 

keistimewaan tersendiri, diantaranya pengajuan pinjaman tidak rumit, hanya 

                                                           
8
I Made Okta Wirawan, Efektivitas Progam Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 

dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di 

Kecamatan Kerambitan, Jurnal Ekonomi Desa, Vol. 5, No. 1,Tahun 2015. 
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menyetorkan proposal dan KTP calon peminjam, bunga peminjaman modal 

sangat rendah jika dibandingkan dengan bunga pinjaman di bank, mekaisme 

usaha ekonomi produktif tidak memerlukan jaminan dalam peminjamannya, 

usaha ekonomi produktif ini berprinsip tanggung renteng yang mana risiko 

kerugian akan di tanggung bersama anggota kelompok usaha mereka, tidak 

ada penyitaan harta benda ketika terjadi penunggakan pengembalian dana. 

Kemudahan-kemudahan tersebut akan menarik minat masyarakat untuk 

memilih BUMDESMA sebagai sumber bantuan modal yang mereka 

butuhkan. Terlebih pada umumnya masyarakat di pedesaan tidak begitu 

mengerti dengan sistem-sistem yang rumit dan jika pinjam ke renternir maka 

akan lebih memberatkan masyarakat. Dengan adanya usaha ekonomi 

produktif di BUDESMA ini akan bisa membantu masyarakat menatas 

maslaah pemodalan yang selama ini telah menjadi hambatan dalam usaha 

mereka. 
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Tabel 1.1 

Perbandingan Unit Usaha di BUMDESMA Sumbergempol 

 

No. Unit Usaha Jenis Usaha Tahun 

Berdiri 

Asset 

Awal 

(Rp) 

Asset 

Sekarang 

(Rp) 

Jumlah 

Anggota 

1 Simpan Pinjam Perempuan 

(SPP) 

Usaha dagang 2017 80 juta 2,8 M 695 

Peternakan 

2 Usaha Ekonomi Produktif 

(UEP) 

Perikanan 2017 100 

juta 

1,829 M 183 

Pertanian 1,219 M 36 

3 Toko MAMA (E-warung) Pemasok kebutuhan 

pokok 

2017 50 juta 236,691 

juta 

- 

4 Perdagangan online eSDeStore : 

Supplier produk tas 

brand BROF.ID  

2018 25 juta 2,056 M - 

Belikanku : Produk 

elektronik rumah 

tangga 

5 Jasa agen BNI 46 Layanan BPNT dan 

pencairan PKH 

2018 0 21,865 

juta 

326 

6 Holding 4 Bumdesma Pembentukan usaha 

bersama di UB 

Catur Rekasona 

2019 86,056 

juta 

- 4 

Sumber : Data BUMDESMA Sumbergempol tahun 2019 
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Usaha ekonomi produkif merupakan salah satu unit usaha Bumdesma 

Sumbergempol sebagai progam pemberdayaan masyarakat. Pada periode 

tahun 2019 realisasi penyaluran dana bergulir usaha ekonomi produktif 

tercapai sebesar Rp2,765 M. Perkembangan profitabilitas yang telah dicapai 

per Desember 2019 dari usaha ekonomi produktif sebesar Rp630,5 juta atau 

tumbuh sebesar 5% dibanding periode tahun 2018 (Year on Year). Total asset 

yang dimiliki oleh usaha ekonomi produktif saat ini adalah sebesar Rp3,048 

M. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi diantara unit usaha yang 

lainnya.  

Dari tabel 1.2 di atas usaha ekonomi produktif ini terdiri dari 2 macam 

jenis usaha yaitu perikanan dan peternakan yang masing-masing 

beranggotakan 183 orang dan 36 orang. Dari kedua jenis usaha tersebut usaha 

perikanan adalah usaha yang sampai saat ini memiliki total asset yang paling 

banyak dibandingkan usaha pertanian yaitu Rp1,829 M dengan perbandingan 

60:40. Meskipun jumlah anggota tidak sebanyak unit usaha simpan pinjam 

perempuan dan jasa agen BNI 46, namun usaha ekonomi produktif khususnya 

pada perikanan mampu menghasilkan asset yang lebih tinggi dalam waktu 

yang tidak lama. Perolehan asset tersebut dihitung dari alokasi penyaluran 

pinjaman ditambahkan dengan untung yang diambil dari jasa pinjaman 

sebesar 1,5% yang dibayarkan setiap bulan selama masa pinjaman yang 

diajukan dengan rata-rata jumlah pinjaman sebesar Rp25 juta per orang.  

Dalam kegiatannya, usaha ekonomi produktif memiliki 3 kegiatan 

utama dalam menunjang keberhasilan progam tersebut, antara lain 
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pembinaan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi/monitoring. Usaha ekonomi 

produktif yang telah dikelola Bumdesma Sumbergempol ini terbukti efektif 

dalam membantu permasalahan permodalan yang dihadapi para kelompok 

usaha di Kecamatan Sumbergempol. Hasil daripada progam usaha ekonomi 

produktif terhadap perubahan ekonomi pada kelompok usaha di Kecamatan 

Sumbergempol khususnya usaha perikanan secara rinci dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 1.2 

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 

Kecamatan Sumbergempol Tahun 2020 

 

No Desa Jumlah 

Anggota 

Jenis Usaha Pendapatan 

rata-rata 

per bulan 

(Rp) 

Peningkatan 

Pendapatan 

per tahun  

1 Mirigambar  24 orang  Gurami, lele 1.400 juta +/- 35% 

2 Bendilwungu 52 orang Gurami, lele 

hias, patin 

1.800 juta +/- 33% 

3 Tambakrejo  80 orang Gurami, lele 1.500 juta +/- 25% 

4 Wonorejo  36 orang  Gurami, hias, 

patin, pertanian 

2.000.000 +/- 40% 

5 Sumberdadi 27 orang Gurami, lele 2.000.000 +/- 40% 

Sumber : Data Kelompok dan Pendapatan Anggota Usaha Ekonomi Produktif 

BUMDESMA Sumbergempol khusus perikanan 
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Berdasarkan tabel 1.3 perkembangan kelompok dalam usaha ekonomi 

produktif masing-masing desa berbeda-beda. Hasil dari proses pemberdayaan 

melalui progam tersebut juga berbeda di setiap wilayahnya, hal ini tergantung 

pada kondisi desa dan anggotanya. Berdasarkan data-data di atas, peneliti 

memfokuskan penelitian di tiga wilayah yaitu wilayah utara diwakili oleh 

Desa Sumberdadi, wilayah tengah diwakili oleh Desa Wonorejo, dan wilayah 

selatan diwakili oleh Desa Bendilwungu. Hal tersebut dipilih berdasarkan 

data-data yang sudah diperoleh dengan mempertimbangkan berbagai hal yang 

menunjang proses pemberdayaan oleh BUMDESMA Sumbergempol melalui 

Usaha Ekonomi Produktif di daerah tersebut.    

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil judul “Strategi 

Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Bersama Sumbergempol Terhadap 

Perkembangan Usaha Perikanan Melalui Usaha Ekonomi Produktif”. Dilihat 

dari potensi perikanan yang sangat besar di Kecamatan Sumbergempol ini, 

penulis ingin meneliti apakah pemberdayaan yang dilakukan BUMDESMA 

Sumbergempol melalui progam Usaha Ekonomi Produktif tersebut berhasil 

dan berjalan sesuai harapan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa 

masalah antara lain:  

1. Bagaimana proses pemberdayaan usaha perikanan melalui Usaha 

Ekonomi Produktif yang dikelola BUMDESMA Sumbergempol di 

Kecamatan Sumbergempol? 
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2. Bagaimana hasil dari upaya pemberdayaan usaha perikanan masyarakat 

Sumbergempol melalui Usaha Ekonomi Produktif oleh BUMDESMA? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi BUMDESMA Sumbergempol dalam 

memberdayakan usaha perikanan masyarakat Sumbergempol? 

4. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi BUMDESMA 

Sumbergempol dalam memberdayakan usaha perikanan masyarakat 

Sumbergempol? 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di 

atas, maka tujuan yang hendak dicapai sehubungan dengan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pemberdayaan usaha perikanan melalui Usaha 

Ekonomi Produktif yang dikelola BUMDESMA Sumbergempol di 

Kecamatan Sumbergempol 

2. Untuk mengetahui hasil daripada pemberdayaan yang telah dilakukan 

BUMDESMA Sumbergempol terhadap usaha perikanan di Kecamatan 

Sumbergempol 

3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi BUMDESMA 

Sumbergempol dalam pemberdayaan usaha perikanan di Kecamatan 

Sumbergempol 

4. Untuk mengetahui solusi apa saja yang dilakukan dalam menghadapi 

kendala yang terjadi dalam memberdayakan usaha perikanan oleh 

BUMDESMA Sumbergempol di Kecamatan Sumbergempol  
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini ditujukan untuk menyampaikan penjelasan pada 

pengembangan teori terlebih dengan strategi pemberdayaan yang 

dilakukan BUMDESMA Sumbergempol dalam perkembangan usaha 

khususnya pada usaha perikanan melalui Usaha Ekonomi Produktif. 

2. Secara praktis 

a. Bagi BUMDESMA Sumbergempol 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang 

strategi pemberdayaan BUMDESMA Sumbergempol dalam 

perkembangan usaha khususnya pada usaha perikanan sehingga dapat 

dijadikan bahan perbandingan dalam peningkatan kinerja 

BUMDESMA Sumbergempol. 

b. Bagi Akademik 

Penelitian diharapkan memberikan tambahan bacaan pada 

pemberdayaan masyarakat dan dijadikan bacaan yang bersifat karya 

ilmiah tentang pemberdayaan masyarakat melalui BUMDESMA. 

c. Bagi Peniliti Selanjutnya 

Bagi peniliti selanjutnya penulis mengharapkan penelitian ini bisa 

menjadi salah satu bahan referensi tambahan bahi penelitian dengan 

tema yang sejenis. Sehingga ilmu pengetahuan tentang BUMDESMA 

bisa terus bisa diikuti perkembangannya. 
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E. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami penulisan yang 

berjudul ”Strategi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Bersama 

Sumbergempol Terhadap Perkembangan Usaha Perikanan Melalui Usaha 

Ekonomi Produktif” maka penulis memandang perlu untuk menegaskan 

istilah-istilah yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut: 

1. Konseptual 

a. Pemberdayaan 

Menurut Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996) 

pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau 

masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi 

mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam 

menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai 

proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan merupakan 

serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam 

masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk 

mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau 

kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartaisipasi 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, 

ekonomi dan sosial.
9
 

Pemberdayaan merupakan satu strategi untuk melaksanakan 

pembangunan yang berdasarkan azas kerakyatan. Dimana segala 

                                                           
9
Saifudin Yunus,  dkk, Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu,....................., hal. 3.    
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upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab 

itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partaisipasi masyarakat 

dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga 

tertentu untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok 

masyarakat yang terorganisir. 

b. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)
 
 

Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan lanjutan dari 

Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Perdesaan  dalam rangka melaksanakan amanah UU Desa No 6 tahun 

2014 untuk melestarikan dan mengembangakan aset  agar 

kemandirian ekonomi di kawasan perdesaan tercapai. UU Desa No. 6 

tahun 2014 ini pada dasarnya mengatur mengenai BUMDes yang 

tumbuh pada skala lokal desa. Selain itu, UU tersebut juga  

memberikan ruang dan kesempatan kepada dua desa atau lebih 

menjalin kerjasama, melalui wadah BUMDESMA.
10

  

c. Perkembangan Usaha 

Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya 

peningkatan omset penjualan. Salah satu ciri suatu usaha atau bisnis 

berkembang adalah selalu saja kekurangan modal. Artinya bila 

bisnisnya bertambah maju dan omset naik, maka dituntut pula 

menyediakan modal tambahan.
11

 

d. Usaha Ekonomi Produktif 

                                                           
10

Profil BUMDESMA Sumbergempol tahun 2018.  
11

Purdi E. Chandra, Menjadi Entepreneur sukses………………….., hal. 121. 
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Usaha ekonomi produktif adalah  kegiatan yang berkaitan di 

bidang ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga atau kelompok 

usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan 

lapangan pekerjaan, serta ketahanan pangan bagi masyarakat lokal. 

Maksud dari usaha ekonomi produktif ini adalah mendorong 

terjadinya peningkatan aktifitas dan kreatifitas di daerah miskin. 

Pengelolaan bantuan usaha ekonomi produktif diarahkan untuk 

pengembangan dan penggerak sektor ekonomi yang merupakan salah 

satu kekuatan sendi dalam upaya pengentasan kemiskinan yang 

kegiatannya berupa sektor riil, bisa berupa produksi suatu bahan, 

barang, bidang pejualan, atau pemasaran, ataupun bentuk jasa.
12

 

2. Operasional 

Strategi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Bersama 

Sumbergempol Terhadap Perkembangan Usaha Perikanan Melalui Usaha 

Ekonomi Produktif. Penelitian bertujuan untuk mengatahui strategi 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama 

Sumbergempol dalam mengembangkan usaha masyarakat di 

Sumbergempol terutama pada usaha perikanan melalui progam usaha 

ekonomi produktif yang dikelolanya.  

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi  

                                                           
12

Dinas Ketahanan Pangan. Usaha Ekonomi Produktif dalam 

http://dkpp.jabarprov.go.id>usaha-ekonomi-produktif-uep/, diakses pada 20 Januari 2020. 
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Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan yang terdiri dari 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian, Bagian awal meliputi 

sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan penguji. 

Adapun bagian isi, penelitian terdiri dari 6 bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 

operasional, dan sistematika penulisan` 

BAB II Kajian pustaka, memuat tentang hasil- hasil penelitian terdahulu 

dan  tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar. 

Pembahasan dalam bab ini terdiri dari subbab deskripsi teori 

mencakup teori perkembangan usaha, pemberdayaan masyarakat, 

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), dan usaha 

ekonomi produktif 

BAB III Metode penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengabsahan, dan 

tahap penelitian. 

BAB IV Ηasil penelitian meliputi paparan data, temuan penelitian, dan 

analisis data tentang strategi pemberdayaan Badan Usaha Milik 

Desa Bersama Sumbergempol Terhadap Perkembangan Usaha 

Perikanan di Kecamatan Sumbergempol.      
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BAB V Pembahasan penelitian yang memuat keterkaitan antara temuan 

peneliti dengan teori-teori yang diuraikan dalam kajian. 

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil 

pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian 

yang dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar 

rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti. 




